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b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah

Kabupaten Lahat, perlu dilakukan pengembangan kualitas sumber

daya aparatur, mel:rlui peningkatan pendidikan formal yang sesuai

dengan peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku;

bahwa untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat diperlukan upaya

peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan

dan pengembangarr kompetensi serta wawasan Pegawai Negeri

Sipil melalui penditlikan melalui proseclur pemberian izin belajar

dan tugas belaiar;

bahwa beberapa ke:tentuan dalam Peraturan Bupati Lahat Nomor

35 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin

Belajar dan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lahat Jerlu penyesuaian kembali dengan keadaan

dewasa ini;

bahwa berdasarkarr pertimbangan sebagaimana di maksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati

Lahat tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Belajar

dan Tugas Belalar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lahat;

undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat ll clan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Tahun 19ri9 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1821);

Undang-Undang Nornor 5 Tahun 20'14 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5a9a): !

d.



3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lemo"arar Negara Republik lndonesia Tahun 2014

Nomor 2l|., Tamb;lhan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 55g7) *cr,l"irana telah diubirh beberapa kali terakhir

dengan UnOang-UnO"ng Nomor I Tahum 2015 tentang

Perubahan fedua :rtas Undang-Undang Nomor 23 Tahum 2014

tentang p"rn"iint"n'n Daerah (Lembaran Negara Republik

tndonesiaranunzolsNomor53,TarrrbahanLembaranNegara
RePublik lndonesia \'lomor 5679);

4. Peraturan Pemerin'ah Nomor 53 Tahr'rn 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun2005nomo,t+o,TambahanLembaranNegaraRepublik
lndonesia Nomor 4t'75);

5.PeraturanPemerint,rhNomorllTahun2olTtentangManajemen
Pegawai Negeri S'ipil (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun zorz iiomo,. 63; Tambahan Le,rnbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6(t37);

6.PeraturamPresiderrNomor12Tahumlg6ltentangPemberian
TugasBetaiar(LembaranNegaraRepubtiklndonesiaTahun196l
Nomor 23+, iambahan Lembaran Nergara Republik lndonesia

Nomor 1178);

T.PeraturanPresidenNomor8lTahun20l0tentangGrandDesign
Reformasi Birokrasi'

8. Peraturan Kepala tladan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun

2011 tentang Analis'is Jabatan;

g. Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan Republik

lndonesiaNomor49Tahun2ol4tr:ntangstandarNasional
Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016

tentangpemnentukandanSusunanPer.angkatDaerahKabupaten
Lahat 1t-emUaran Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Lahat Nomor 6lt Tahun 2016 tentang

Nomenklatur,susttnanorganisasidanUraianTugasMasing-
Masing l.i.t"n struktural Di Lingkungan Badan Kepegawaian

dan Pengembangarr Sumber Daya Manusia'

METVIUTUSKAN :

:PEMTURANBUPA.'I.|TENTANGTENTANGKETENTUANDAN
TATACARApET',TBEITANIZINBELAJARDANTUGASBELAJAR
BAGIPEGAWAINE(iERISIPILDILIITTGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATEN LAHAT'



BAB I

KETEIITUAN UMUM

Pasal 1

ini yang dimaksud den;an :

adalah Kabupaten Lahat;
Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;

iadalah Bupati Lahat;

Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat;

ris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten t-ahat;

Kepegawaian dan Pengembilngan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya

BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Kabupaten Lahat;

Pendapatan dan Belanja l)aerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah

Kabupaten Lahat;

Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan

Perangkat Daerah di lingkunga n Pemerintah Kabupaten Lahat;

i Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang

pada Pemerintah Kabupaterr Lahat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, adalah warga negara lndonesia yang

uhi syarat tertentu, diangkat r;ebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

kepegawaian untuk msndurluki jabatan pemerintahan berlaku;

Belajar adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pejabat berwenang

n permohonan Pegawai \leged Sipil yang memenuhi persyaratan untuk

pendidikan formal ke tenjang yang lebih tinggi tanpa meninggalkan

kedinasan dan biaya pendidikarn ditanggung oleh FNS yang bersangkutan;

Belajar adalah penugasan y;rng diberikan oleh Pejabat berwenang kepada

i Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke

yang lebih tinggi di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar

bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS;

Pendidikan adalah lembaga pendidikan fonnal dan non formal yang

kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai

n peraturan dan ketentuan lenrbaga pendidikan yang berlaku;

Langka adalah jabatan yang jarang didapaU jabatan yang jarang

yang jarang terjirdi yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan

i kebutuhan organisasi sesuiri dengan ketentuanlperaturan yang berlaku;

Tugas Belajar adalah PNS yan1l ditunjuk untuk melaksanakan Tugas Belajar;

jian Tugas Belajar adatah ;rcrjanjian tertulis antara PNS Tugas Belajar

Pemerintah yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak

i peraturan perundang-undang an;

Dinas adalah masa kewajitran kerja PNS Tugas Belajar setelah selesai

pendidikan kepada Pemetintah Kabupaten;
penilaian Pelaksanaan Peke"jaan selanjutnya disebut DP3 adalah penilaian

diberikan atasan bertujuan r. ntuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan

obyektif dalam pembinaan PNS, dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali

oleh pejabat penilai;

Prestasi Keria Pegawai se,laniutnya disebut P2KP adalah proses kegiatan

n yang dilakukan atasan unt,.rk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan

berdasarkan capaian sasaran keria pegawai;



Pembinaan Pendidik;rn selanjutnya disebut SPP adalah biaya
yang besarannya telah clitetapkan oleh pihak sekolah/universitas yang

untuk membantu proses b,>lajar mengajar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

DAN TLIGAS BELAJAR

Pasal 2

izin belajar bagi PNS ,Jimaksudkan sebagai upaya pembinaan pNS
rangka melaksanakan pencidikan atas kemauan sendiri sesuai dengan

dan peraturan yang berlaku sebagai :salah satu upaya untuk
ndalian jumlah kelulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

tugas dan jabatan;

Belaiar bagi PNS bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
diperlukan untuk menunjang kinerja SKPD atas kemauan sendiri sesuai

ketentuan dan peraturan lang berlaku serta berdasarkan pada prinsip
isme dan berbasis kompetensi;

tugas belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya
yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan

menunjang peningkatan kin,rrja organisasi (spesifikasi disiplin ilmu yang
dibutuhkan oleh Pemerirrtah Kabupaten) berdasarkan pada prinsip

lisme dan berbasis kebutr, han organisasi;

belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan
Kabupaten yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan,

profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan

izin belajar dan tugas belajar untuk memenuhi persyaratan dan
n administrasi berkaitan dengan kedudukan yang bersangkutan selaku

BAB III
IZII.I BELAJAR

Balyian Kesatu
Pokok - Pokok Kebijakan

Pasal 3

belajar didasarkan pada peni;rgkatan dan pengembangan kompetensi pNS
menunjang kinerja organisas r;

n lzin belajar bagi F)mangku jabatan fungsional tertentu untuk
kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh

i pembina jabatan fungsionat tertentu;

yang sudah memenuhi syarat ketentuan izin belajar diberikan surat izin belajar
i legalitas PNS tersebut datam metaksanakan perkuliahan;

yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai
ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah, maka izin
tidak dapat diberikan darrlatau dicabut dan yang bersangkutan dapat

hukuman disiplin PNS se"suai ketentuan dan peraturan yang berlaku.



)asal 4
menjamin legalitas, kuaritas dan kompetensi pNS y.rng akan mengajukan izin
maka:

pendidikan dan program studi yang dituju statusnya harus terakreditasi
nimal B;
i PNS yang menduduki jabatan fungsionar tertentu diarahkan untuk mengikuti

pendidikan yang linier dengart pendidikan sebelurnnya.

Ballian Kedua
Tata Cara Pt;ngajuan lzin Belajar

Pasal 5
mengajukan izin belajar kepad,l Bupati melalui Kepala BKpsDM berdasarkan
n Kepala SKPD yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan seterah yang

dinyatakan lulus serekr;i untuk mengikuti perndidikan;

mengajukan izin
i terlebih dahulu

menangani izin belajar;

Pasal 6

belajirr sebagaimana climaksud ayat (1) agar
terkait rencanalprogram izin belajar kepada pejaiat

irsyaratan izin belajar :

itetatr berstatus sebagai pNs sekurang-kurangnl,a 1 (satu) tahun sejak
i pengangkatan sebagai pNS;

i::,1':l1T: :l atau rekomendasi secara terturis derri pimpinan unit kerja;
isetlap unsur penilaian pelaksarraan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir
i 
sekurang-kurangnya bernilai baik ;

i19:*.tt:inggalkan tugas jabatannya, dikecuatikan sifat pendidikan yang sedang
ldiikuti' 

PNS.. dapat meninggalkern jabatan sebagiarr waktu kerja dengan izin
!pimpinan unit kerja;

[tioar 
seoa,rg menjarani hukuman disiprin sedang atau berat;

luoar 
secrang. menjalani pemberh*ntian sementara sebagai pNS;

lbdang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
luiaya pendidikan ditanggung orelr pNS yang bersangl<utan;

ppala SKPD yang mengusulkan pegawainya un1.uk mengikuti pendidikan

r:::fi11 dimaksud avat (1) r;eberumnva h"rrc nemberikan pertimbangan
Knrs oengan memperhatikan disiptir ilmu dan kebutuhan organisasi;

irtirorno"n 
teknis sebagaimana dimaksud daram ayat (3) meriputi :

I ::Y"ya rumpun tugas dan trraian tugas yang rnemertukan spesifikasi ilmu

i :tj:l]: _ 
ylng akan mendororrg peningkatan krralitas maupun kuantitas

I 
pelayanan dengan melalui analisis kebutuhan;

I 
memPerhatikan struktur dan funglsi jabatan, struktur <epangkatan yang tertuang

I 
dalam struktur organisasi yang bt:rsangkutan;

I T:ptthatikan 
jumlah alumni alau jurusan disiplin itmu yang telah dimitiki oleh

I 
unr organlsasl agar terpelihara kr:seimbangan antara kebutulran dan kelulusan.

ti 
'",,fl?li:l 

1l?,1'nx,"i,,'



a
I

I

I t*t tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazalr ke dalam pangkat apabila

i formasi belum memungkinkan.

leUagai bahan pertimbangan dalam penetapan izin belajar, PNS yang

prsangkutan harus melamPirkan

L Surat Usutan/Rekomendasi Kepata SKPD yang ditujtrkan kepada Bupati rnelatui

r Kepala BKPSDM;

I Surat permohonan izin belajar PNS bermaterai ditujukan kepada Kepala SKPD

I n.rut dilengkapi dengan persyarirtan berupa :

1. pertimbangan teknis dari pimp inan unit kerja;

2. fotocopy SK pangkatterakhir, foto copy SK CPNS dan SK PNS dilegatisir;

3. Dp 3 dan/atau P2KP 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dilegalisir;

4. fotocopy ijazah terakhir dan tr;rnskrip nilai;

5. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (Cua) lembar;

6. surat keterangan tidak sedanly menjalani hukumarr disiplin sedang atau berat

dari pejabat berwenang.
Surat pernyataan tertulis bem aterai dan diketahui atasan langsung yang

menyatakan bahwa:

1. pendidikan diikuti di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas

dinas sehari-hari:
bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti

pendidikan serta tidak menun':ut bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten;

tidak akan mengajukan pen)/esuaian pangkat dirn atau jabatan sepanjang

formasi tidak memungkinkan ;

Surat Keterangan dari atasan largsung bahwa pendidikan yang akan ditempuh

sesuaidengan tugas pekeriaann'ta pada unit kerja;

Surat keterangan dari lembaga pendidikan tempat pe,rdidikan yang meliputi:

1. surat keterangan sebagai calon siswa/maha:iiswa baru dari lembaga

I pendidikan (asli).

I Z. rencana/jadwal studi/perkuliahan dari lembaga perrdidikan (asti).

I 3. surat keterangan program r;tudi yang telah terakreditasi minimal B dari
I

I bmbaga berwenang.
psul permohonan izin belajar sebirgaimana dimaksud ayat (2) diajukan dengan

fnenggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Larnpiran l-A, l-8, l-C, l-D, l-E,

i-F, l-G, yang merupakan bagian tidirk terpisahkan Peratrrran Bupati ini.
I

Bagian KeemPat
Kewajiban PNS yarrg Mendapatkan lzin Belajar

Pasal 7

yang telah mendapatkan lzin belajrr diwajibkan :

tugas dan mematuhi ketentuan jam kerja Can disiplin PNS;

ib mendahulukan kepentingan tu ;as-tugas kedinasan;

memberikan kontribusi pemii<iran dan pengembangan wawasan akademik

untuk kepentingan masyarakat dan l)emerintah Kabupaten;

memberikan laporan kemajuan akaoemik kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

2.

3.



BAB IV
TUGI\S BELAJAR

Ballian Kesatu
Pokok - i)okok Kebijakan

Pasal 8

belajar PNS harus didasarkan pada suatu Penyusunan Rencana Kebutuhan

Belajar, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga

, teknis, administratif yan1l dibutuhkan organisasi;

kebutuhan sebagaimana eyat (1) dilaksanakar masing-masing SKPD dan

kepada BKPSDM set agai bahan analisis kebutuhan pegawai untuk

utnya disampaikan kepada $rrpati melalui Sekretiaris Daerah sebagai bahan

an selanjutnya;
teknis dalam penyustnan Rencana Kebuti.rhan agar memperhatikan :

Pemerintah Kabupaten akan PNS yanll mempunyai disiptin baik

isiplin ilmu terapan maupun rlisiplin ilmu murni Jan pengetahuan tersebut

ngat bermanfaat bagi Pemerin',.ah Kabupaten;

dana dan ketersediaan irnggaran untuk alokiasi proses belajar mengajar

i PNS Tugas Belajar, Pemerrntah Kabupaten menanggung biaya pendidikan

belajar sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten;

struktur dan lormasi jabatan, struktur kepangkatan untuk

ungkinan pembinaan karier.

as belajar dilakukan secara selektif kepada PNS vang menunjukkan prestasi

, loyalitas dan dedikasi Yang baik.

yang akan dan atau ditugaska,r oleh pejabat yang berwenang untuk mengikuti

idikan pada tingkat sederajat iltau lebih tinggi dapat diusulkan oleh pimpinan

kerja yang bersangkutan;
PNS harus diberikan kesem,ratan yang sama urrtuk mengikuti tugas belajar

ai dengan bidang tugasnYa;

menjaga kualitas dan standrrrisasi kompetensi lulusan, lembaga pendidikan

PNS Tugas Belajar adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan akreditasi

ram Studi minimal B.

Bagian Kedua
Persyaratan darr Prosedur Tugas Belajar

Pasal 9

n tugas belajar meliputi :

PNS dan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat

i PNS;

ilmu yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang

ratkan dalam jabatan pade organisasi dan sesuai dengan analisis beban

dan perencanaan sumber day:r manusia masing-masing instansi;

bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan

diangkat sebagai PNS sesuai <riteria kebutuhan organisasi;

unsur penitaian pelaksanaan pekerjaan dalarn 2 (dua) tahun terakhir

rang-kurangnya bernilai baik;

sedang menjalani hukuman dis'iplin;



a
I

I

I

I seOang menjalani pemberhentiitn sementara sebagili PNS;

[iOifan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang

[syaratkan dalam jabatan pada c'rganisasi;

lmaksimal :

fntuk program Diploma I (Dl), [tiploma ll (Dll), Diploma lll (Dlll) dan program

Itrata I (S1) atau setara berusia rnaksimal 25 (dua puluh lima) tahun;

lntuk Program Strata ll (S-2) atau setara berusia maksimal 37 (tiga puluh tujuh)

phun;

irntuk Program Strata lll (S-3) atau setara berusia rnaksimal 40 (empat puluh)

pnun;

frntuk Alih dari Program Diploma lll (Dlll) ke Prograrn Strata I (S 1) Diploma lV

fOtV; atau setara berusia maksinral 30 (tiga puluh) tahun;

k jabatan sangat diperlukan, usiil maksimal dapat ditetapkan menjadi :

ntuk program Diploma I (Dl), t)iploma ll (DIl), Diploma lll (Dlll) dan program

trata I (S1) atau setara berusia rnaksimal 37 (tlga puluh tujuh) tahun;

ntuk Program Strata ll (S-2) atarr setara berusia maksimal42 (empat puluh dua)

ahun;

ntuk Program Strata lll (S-3) ertau setara berusia maksimal 47 (empat puluh

ujuh)tahun;
tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila

hasi belum memungkinkan.
I

i

I

)asal 10

pemberian tugas bela.lar yaitu Kepala IiKPD mengusulkan PNS

asarkan Rencana Kebutuhan T ugas Belajar kepada Sekretaris Daerah melalui

BKPSDM untuk mengikuti seleksi pendidikan tugas betaiar di Lembaga

bahan pertimbangan untuk mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi

tugas belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan

idari Kepala SKPD
penawaran dari lembaga cendidikan/ donaturi lembaga pemerintah/ non

Pemerintah yang akan dituju sebagaitempat perkulianan;

copy iiazah terakhir di legalis ir;

copy transkrip nilai terakhir dilegalisir;

copy SK PNS dan SK pangkat terakhir;

copy SK jabatan terakh r (bagi yang merrduduki iabatan struktural

/fungsional) tertentu ;

foto copy DP3 dan/atau P2KP 2 tdua) tahun terakhir;

rat persetujuan suami/ istri.

S yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas krelajar menyampaikan hasil

untuk diterbitkan surat kepulusan penunjukkan ttgas betajar;

mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan tugas belajar ditujukan

a Bupati melalui Sekretaris [)aerah Cq. Kepala I3KPSDM untuk selanjutnya
pertimbangan untuk diberikan tugas belajar dan atau ditolak dengan

ih dahulu dilakukan analisis;
permohonan sebagaimana d;maksud ayat (4) diusulkan selambat-lambatnya

satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti

idikan:



PNS yang berdasarkan pertimbangan Bupati dan/atau sekretaris
lui Kepala BKPSDM dinyatakan dapat mengikuti pendidikan tugas

Daerah
belajar

bagi PNS tersebut, harus melerngkapi persyaratan sebagai berikut :

Surat Keputusan / keterangan / pernyataan lulus seleksi pendidikan dari
Lernbaga Pendidikan/perguruan trnggi yang akan diikuti;
rencana perkuliahan sesuai denlyan kartu studi yang dikeluarkan oleh lembaga
pendid ikan/perguruan tingg i yang akan d iikutinya ;

fotocopy SK PNS, fotocopy SK pirngkat terakhir dileg:rlisir;
foto copy rlazah terakhir dan tranr;krip nilai dilegalisir;
DP.3 dan/atau P2KP 2 (dua) tahu'n terakhir dinyatakarr baik;
pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (duat) lembar;
surat keterangan tidak sedang rnenjalani hukuman disiplin sedang atau berat
dari pejabat yang berwenang.
membuat surat pernyataan terttrlis bermaterai dan diketahui atasan langsung
yang menyatakan bahwa :

1. bersedia untuk diberhentikan dari jabatan struktural maupun fungsional bagi
PNS pemegang jabatan struklural maupun fungsic,nal ;

2' bagi PNS yang ditunjuk sebalyai pegawai tugas br:lajar apabila istri/suaminya
juga PNS membuat surat pernyataan untuk tidak pindah ikut istri/suaminya,
baik itu bersifat diperbantukan maupun cuti diluar langgungan negara;

3. bersedia mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama proses
pendidikan apabila PNS yang bersangkutan trdak dapat menyelesaikan
pendidikan.

4. bersedia mengabdikan diri atau kewajiban kerja setelah selesai menjalani
pendidikan selama 2 (dua) kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus
(2xn).

untuk mendapatkan rekornendasi mengikuti seleksi tugas belajar dan
njukkan sebagai PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat
diajukan dengan menggune,kan format sebagaimana tercantum dalam

rpiran ll-A, ll-8, ll-c, ll-D, ll-'f, il-F, ll-G, yan(l merupakan bagian tidak
isahkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penunjukan, Pembatalarr dan pengakhiran -l-ugas Belajar

Pasal 11

ukkan PNS Tugas Betajar ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan
unakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran lV peraturan Bupati

dimana PNS Tugas Belajar tersr:but harus membuat dan menandatangani Surat
ianjian Tugas Belajar terletrih dahulu dengan menggunakan Format

aimana dimaksud dalam Larnpiran lll Peraturan Bupati ini, asli keputusan
hkan kepada PNS Tugas Belarjar dan tembusan ciisampaikan kepada pejabat
relevan.

PNS Tugas Belajar dacat dibatalkan oteh Eiupati sebelum pelaksanaan
pun selana mengikuti pendidikrn tugas belajar.

n pembatalan keputusan seba,Jaimana dimaksud ayat (2) diatas adalah :

dikemudian hari ditemukan bukti bahwa PNS tersebut tidak memenuhi
persyaratan;

tidak melaksanakan pendidikan s;ebagaimana waktu llang ditetapkan;
PNS tersebut mengundurkan diri,
setelah dievaluasi PNS tersebut :idak mampu menye{esaikan pendidikannya;



t'-
I

I

pnfutrn kegiatan yang men:emarkan nama baik Perguruan Tinggi dan

lartabat 
PNS;

telakukan tindak pidana;

fak melaksanakan pendidikan pada perguruan tinggi dan/atau jurusan yang

[unjuk.

[rk dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar

lmampuannya;
pak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan

irsendiri yang mengakibatkan l)egawai pelajar tidak mungkin menyelesaikan

fogram tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;

bdap akibat pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, b,

i r, f, dan g, PNS Tugas Belajar wajib mengembalikan seluruh biaya yang

irarkan oleh Pemerintah serta Jiberikan sanksi adrninistrasi sesuai ketentuan

iberlaku.

i

rasal 12

njukkan PNS Tugas Belajar dinyatakan berakhir apabila :

lah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari
mbaga pendidikan PNS yang b-lrsangkutan mendaSrat tugas belajar;

hrena satu dan lain hal tidali dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan

Bmberitahuan/keterangan dari k rmbaga pend id ikan )/ang bersang kutan ;

irelanggar peraturan disiplin Pl,lS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada

lmOaga pendidikan dan/atau me langgar perjanjian turgas belajar;
prakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Surat Keputusan Tugas Belajar.

I vanO telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Bupati melalui
pla BKPSDM untuk diaktifkan kembali dalam tugas tugasnya sebagai PNS;

intuan mengenai pengaktifan kembali PNS Tu3as Belajar sebagaimana

fksud ayat (2) mengacu pada peraturan perundairg-undangan yang berlaku

fan 
melampirkan bukti-bukti yan3 terkait dengan pelaksanaan tugas belajar.

Bagran Keempat
Hak dan Kewaj ban PNS Tugas Bel,rjar

i

| 'asal 13

leNS rrg"s Belajar adalah :

fiaya tugas belajar;
t..
Itt';
fenaikan gaji berkala;

fak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

fuiUan PNS Tugas Belajar adalah

Jrenyerahkan tugas dan tanggr ng jawab sehari-hari kepada atasan langsung

Jtau 
pejabat lain yang ditunjuk;

frengikuti 
pendidikan secara efel<tif dan efisien dengan mengikuti program kuliah

fecara reguler;

fO.f. mengubah dan / atau menambah prograin pendidikan yang telah

fitetapkan;
fnenyelesaikan program pendidil.an dengan baik dan tepat waktu;

frenjaga nama baik Pemerintah ,(abupaten, bangsa rlan negara lndonesia;
I

I

t



semua ketentuan tugar; belajar termasuk l<etentuan yang berlaku di
pat lembaga pendidikan;

i kewajiban untuk mengabdikan diri atau bekerja pada Pemerintah

selama 2 (dua) kali mirsa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n);

kemajuan akademik secara berkala paling sedikit satu kali dalam

semester kepada Bupati m:lalui Kepala BKPSDM.
ikuti program pendidikan yrng telah ditetapkart dalam Keputusan Tugas

kat permasalahan yang berkaitan dengan tu;as Pemerintah Kabupaten

lam pembuatan tesis untuk strata 2 (S-2) dan skripsi untuk strata satu (S-1);

semua ketentuan dan atau kebijakan pimpinan yang berkaitan dengan

lah-masalah tugas belajar.

Bagrian Kelima
Lamir Pendidikan

l)asal 14

pendidikan tugas belajar sesuiri dengan program pendidikan

Diploma I (Dl) paling lanta 2 (dua) tahun;
Drploma ll (Dll) paling lama 3 (tiga) tahun;
Diploma lll (Dlll) paling lama 4 (empat) tahun;
Strata I (S1) Diploma lV (DlV) paling lama 5 (lima) tahun;
Strata ll (S-2) atau setata paling lama 4 (empat) tahun;
Strata lll (S-3) atau setara paling lama 3 (Tiga) tahun;

tuk alih dari Program Diploma lll (Dlll) ke Prograr,r Strata I (S 1) Diploma lV
pating lama 2 (dua) tahun;

usus untuk Program Pendidikern Dokter Spesialis (PPDS) lamanya pendidikan

ikan dengan kurikulum pendidikan berdasarkan dengan program

n yang ditempuh.
waktu pelaksanaan tugas relajar sebagaimanir dimaksud pada ayat (1)

asing dapat diperpanjanE paling tama 1 (satu) tahun atau 2 (dua)

sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.
njangan masa tugas belajar sebagaimana di maksud ayat (2) dengan

iukan permohonan paling larna 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa tugas

masa tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan

batan tersebut bukan ke;alahan PNS Tugas Belajar;
n rekomendasi dari F'erguruan Tinggi;

rekomendasi dari Pim;rinan SKPD asal;
mendapat tambahan dana trantuan tugas belajai.

PNS Tugas Belajar yang behrm dapat menyelesaikan tugas belajar setelah
n perpanjangan waktu 1 (salu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat

ajukan permohonan dan diberrkan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu)
dengan perubahan status merrjadi izin belajar.

melaksanakan izin belajar sebagamana dimaksud ayat (5) PNS Tugas
r tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas



Bagian Keenam
Perjanjian Tugas Belajar

F'asal 15

perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal mengatur hal-hal sebagai

program pendidikan yang diikuti;
batas waktu pendidikan;
lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan pNS;
besarnya bantuan tugas belajar;
besarnya ganti rugi yang harus dirayar; dan
diikutsertakannya keluarga pNS trntuk ikut menanggung ganti rugi.

Bagian Ketujuh
Monitorirrg Dan Evaluasi

I)asal 16

Kabupaten wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar;
dilakukan untuk :

Mengetahui keberhasilan pelaks e naan tugas belajar;
Pemberian nilai P2KP;
Mengetahui keberadaan tempat t nggal;
Mengetahui perilaku PNS Tugas 3elajar.

monitoring pelaksanaan tugits belajar dilapork;rn kepada Bupati melalui
r BKPSDM.

BAB V
PEIvIBIAYAAN

I l)asal 17

bmbiayaan yang diperlukan untul< mengikuti pendidikan bagi pNS yang telah
iendapatka n izin belajar, sepenuhn,ra ditanggung oleh F,NS yang bersangkutan.
bmbiayaan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan bagi pNS Tugas Belajar
brsumber dari :

i Anggaran Pendapatan dan Belarja Negara (APBN);
i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
i donatur dari yayasanllembaga/sponsor non Pemerintah berbadan hukum;

pihak asing yang tidak mengikat,rang sah menurut Urrdang-undang;
cost sharing APBD Kabupaten rlengan lembaga / kementerian lperusahaan /
organisasi berbadan hukum.
tuk PNS Tugas Belajar yang ditriayai sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b
'trnakan untuk ;

biaya hidup dan operasional sesuai dengan peraturan dan ketentuan standar
biaya umum yang berlaku;
uang buku dan referensi perkulrahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan
standar biaya umum yang berlak _r;

biaya akademik berupa spp, biaya masuk kuriarr, penelitian, seminar dan
orientasi lapangan yang dibebanlian sesuai dengan k,:nyataan (real cosf);



PNS Tugas Belajar yang dibiayai sebagaimana limaksud ayat (2) huruf e
dibantu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (cost shaing\.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

f'asal 18

dapat melaksanakan tugas belrjar berkelanjutan secara berturut-turut dengan

mendapat ijin dari pimpinan instansinya;
prestasi pendidikan sangat memu askan;
jenjang pendidikan bersifat linier; dan
dibutuhkan organisasi.

pengabdian diri atau kewaliban kerja setelah selesai menjalani pendidikan

dimaksud pada ayet (1), diakumulasikan setelah PNS selesai
tugas belajar pada jerrjang pendidikan tererkhir.

PNS Tugas Belajar yang telah menyelesaikan penrJidikan mengajukan pindah
dari Pemerintah Kabupaten Lahat ke KabupatenlKota/Propinsi lain sebelum
waktu kewajiban kerja yang triah ditentukan yaitu minimal 2 (dua) kali masa
kan (2n) maka PNS yang belsangkutan wajib untuk mengembalikan seluruh

yang dikeluarkan oleh Pemerirtah Kabupaten.
Tugas Belajar dengan biaya pendidikan di luar AF'BD tetap menandatangani
perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten yang minimal mengatur hal-hal
ai berikut :

program pendidikan yang diikuti;
batas waktu pendidikan;
lembaga/ sponsor yang menanggung biaya selama pendidikan;
lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan PNS;

yang telah mendapat izin belajar dan selesai mengikuti pendidikan

ditindaklanjuti sebagailaporan kepada (6,pah BKPSDM untuk
pembinaan dan pengembang,rn PNS selanjutnya
naan dan pengembangan F'NS yang akan digrakai sebagai persyaratan

ngka kredit, selain tlazah wajib menunjukkan surat izin belajar sebagai
bahwa pelaksanaan belerjar PNS tersebut suCah memenuhi persyaratan

ketentuan yang berlaku.

Fgi PNS yang pada saat di tt:rima menjadi CPNS telah tercatat sebagai
)ahasiswa semester akhir pada suatu lembaga pendidikan dan sudah
Fnyelesaikan skripsi, pejabat /ang berwenang dapat memberikan surat
Eterangan belajar yang berfungsi sama dengan izin belajar dengan ketentuan

lngka 
waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkannyaijazah tidak lebih dari 1

fatu) tahun.

f.tS 
yang diberikan izin belajar marpun tugas belajar s,etelah mendapatkan ijazah

pmun tidak ada kaitan langsung dengan penempatan dalam jabatan struktural
)aupun jabatan fungsional mal<a ijazah tersebur: hanya sebagai bahan
ertimbangan penyesuaian pangkat apabila formasi menrungkinkan.
NS yang telah selesai mengikuti pendidikannya baik izin belajar maupun tugas
plajar bersedia untuk dipindahkan ,Jan/atau tidak akan dipindahkan sesuai dengan
pbutuhan organisasi.
I



E,AB VII
S ANKSI

Pasal 19

lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mendapat xesempatan tugas belajar

behiar yang tidak nrcntaati Perrrturan ini akan dihe,rikan sanks sesr.nl dc'ngan

yang bertaku.
EAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

pan-ketentuan lainnya yang tidak dan belum diatur datam Peraturan ini merqiuk

I peraturan perundang-undangan :/ang berlaku-

I}AB IX
KETENTIJAN PENUTUP

F asat 21

iaat Peraturan ini mulai berlaku, l)eraturan Bupati Lahat Nomor 35 Tahun 2015

I X"t"nturn dan Tata Cara Pemberian hh Belajar dan Tugas Befal'ar bagi PNS

itunOan 
Pemerintah Kabupaten Lahat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

F asal 22

Bupati ini mulai berlaku pada langgaldiundangkan.Iran

Fetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

in penempatannya dalam Berita Dererah Kabupaten Lahat.

za17
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langkan di Lahat
tanggal rl-tO- 2017
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